




ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 
UNTUK ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK 
ETAP) PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK 
DESA (BUMDesa) MITRA USAHA MULYA TAHUN 2019 
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana 
Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
 








FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

















ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK 
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA 
LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar 
Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada 
laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mitra Usaha Mulya 
tahun 2019. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 
melakukan pengamatan secara detail terhadap objek yang diteliti mengenai 
laporan keuangan dengan memusatkan pada rumusan masalah. Jenis data yang 
digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan 
Keuangan BUMDesa Mitra Usaha Mulya belum sesuai dengan SAK ETAP. 
BUMDesa Mitra Usaha Mulya tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, selain itu BUMDesa Mitra 
Usaha Mulya tidak mengakui adanya penyisihan atas piutang tak tertagih dan 
penyusutan atas aset tetap berupa bangunan dan kendaraan. Dengan demikian 
dihasilkan usulan berupa konstruksi laporan keuangan yang berlandaskan pada 
SAK ETAP.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Negara memiliki peranan penting dalam upaya mensejahterakan 
kehidupan masyarakatnya. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk 
mencapai tujuan tersebut dimulai dengan menggerakan ekonomi masyarakat desa, 
karena desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat 
dan secara riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. 
 Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
Sebagai wakil negara desa wajib melakukan pembangunan, baik pembangunan 
fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
desa. 
 Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah 
Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa 
membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa BUMDesa 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 





dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah, BUMDesa didirikan antara lain dalam rangka 
peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). 
 Pada dasarnya tujuan pembentukan BUMDesa itu sendiri dimaksudkan 
untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat baik yang berkembang 
menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang 
diserahkan untuk dikelola masayarakat melalui program atau proyek peemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Pendirian BUMDesa diharapakan mampu 
memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa baik potensi ekonomi, sumber 
daya alam, maupun sumber daya manusia. Secara spesifik, pendirian BUMDesa 
adalah untuk menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kreatifitas dan peluang 
usaha ekonomi produktif bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.  
 Struktur organisasi BUMDesa umumnya terdiri dari komisaris, badan 
pengawas, dan pengurus yang terdiri dari direktur pengawas, sekertaris, dan 
bendahara BUMDesa itu sendiri. Beberapa kewajiban yang harus diperhatikan 
oleh pelaksana operasional BUMDesa meliputi: menjalankan kegiatan operasional 
BUMDesa; mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan prinsip-prinsip 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan 
kewajaran; memberikan laporan keuangan tahunan kepada kepala desa tentang 
keadaan serta perkembangan BUMDesa serta keuangan yang meliputi hasil usaha 





 Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi yang tepat 
pada BUMDesa adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. 
BUMDesa merupakan lembaga ekonomi yang memiliki identitas, dan dasar 
hukum, oleh karena itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangannya juga harus berpedoman pada standar keuangan sehingga laporan 
keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua pihak. Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, 
dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa pada Bab III pasal 12 ayat 3 menyatakan 
bahwa pelaksanaan operasional (direktur) berwenang membuat laporan keuangan 
seluruh unit usaha BUMDesa setiap bulan. Selain itu, Peraturan Bupati Rokan 
Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksana operasional (direktur) 
berkewajiban membuat laporan keuangan  konsolidasi dari setiap kegiatan unit 
usaha BUMDesa. 
 Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh 
BUMDesa harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh standar akuntansi yang 
digunakan. Dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka BUMDesa harus 
mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut SAK ETAP. 
 Menurut SAK ETAP (2018: 1) penggunakan SAK ETAP digunakan untuk 
entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan dalam menyusun laporan. 
Entitas yang memiliki akuntabilitas signifikan dapat menggunakan SAK ETAP 





ETAP. Tujuan dari SAK ETAP itu sendiri adalah untuk memudahkan perusahaan 
atau badan usaha skala kecil, dan menengah ke bawah dalam menyusun laporan 
keuangan mereka. Entitas yang memiliki akuntabilitas signifikan adalah entitas 
yang: 
1. Tidak memiliki akuntabilitas signifikan 
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna 
eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat 
langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat 
kredit. 
Entitas memiliki akuntabilitas signifikan jika: 
1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran , atau dalam proses 
pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator 
lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekolompok 
besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dana atau 
pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 
 Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Riau 
yang resmi berdiri pada tahun 1999. Untuk mewujudkan visi Rokan Hulu sebagai 
kabupaten terbaik di Provinsi Riau, tentu saja pembangunan sangat gencar 
dilaksanakan, salah satunya adalah bidang ekonomi. Wujud nyata pembangunan 
bidang ekonomi salah satunya ditandai dengan banyaknya berdiri dan tumbuh 
berkembang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di setiap desa yang terdapat di 





 Salah satu BUMDesa di Kabupaten Rokan Hulu adalah BUMDesa Mitra 
Usaha Mulya yang beralamat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo 
yang resmi berdiri pada tahun 2009. BUMDesa Mitra Usaha Mulya merupakan 
lembaga ekonomi yang mulanya berawal dari UED-SP yang bergerak di bidang 
simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang dikelola oleh 
masyarakat desa. 
 Selama beberapa tahun terakhir semenjak pendiriannya, BUMDesa Mitra 
Usaha Mulya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat 
dengan menyediakan berbagai bentuk unit usaha milik BUMDesa  tersebut, unit 
usaha yang dimilikinya antara lain unit usaha simpan pinjam, unit usaha saprodi, 
unit usaha pasar desa, unit usaha jasa angkutan dan unit usaha pengadaan gas 
LPG. 
 Perkembangan BUMDesa Mitra Usaha Mulya yang pesat tentu akan 
mempercepat perputaran roda ekonomi desa dan menambah pendapatan 
BUMDesa itu sendiri. Perkembangan usaha BUMDesa Mitra Usaha yang pesat 
semestinya diiringi dengan peningkatan kualitas dalam pengelolaan BUMDesa itu 
sendiri, termasuk kualitas dalam mempertanggungjawabkan kegiatan operasional 
dalam bentuk laporan keuangan. 
 Beberapa masalah yang ditemukan dalam penyajian laporan keuangan 
BUMDesa Mitra Usaha Mulya: 
 Pertama, BUMDesa Mitra Usaha Mulya hanya menyajikan neraca dan 
laporan laba rugi pada laporan keuangan tahun 2019, sehingga tidak dapat 





tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan. Menurut SAK ETAP (2018: 17) laporan keuangan yang 
lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 
arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang 
lengkap akan mampu memberikan informasi yang andal bagi pemakainya dalam 
menilai kondisi keuangan badan usaha atau perusahaan pada periode tertentu. 
Oleh karena itu merupakan hal penting bagi badan usaha atau perusahaan untuk 
menyajikan laporan keuangan secara lengkap agar tidak memberikan informasi 
keuangan yang menyesatkan dan kesalahan secara materi bagi pengguna laporan 
keuangan. 
 Kedua, BUMDesa Mitra Usaha Mulya tidak menerapkan penyisihan 
piutang tak tertagih, sehingga pencatatan piutang usaha dalam laporan keuangan 
menjadi tinggi. BUMDesa Mitra Usaha Mulya tidak membentuk penyisihan 
piutang tak tertagih sebagai perkiraan atas piutang usaha yang dapat terealisasi. 
Total piutang usaha yang dimiliki oleh BUMDesa Mitra Usaha Mulya sebesar Rp. 
4.328.289.505, piutang usaha yang dimiliki oleh BUMDesa Mitra Usaha Mulya 
atau sekitar 75% dari total aset  sebesar Rp. 5.756.665.531 pada tahun 2019. Total 
piutang yang cukup besar, maka besar kemungkinan piutang usaha tersebut tidak 
dapat ditagih, untuk itu perlu memperhitungkan besarnya piutang yang tidak dapat 
ditagih untuk menghindarkan perusahaan dari kerugian. Menurut Effendi (2016: 
207) piutang usaha harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas (neto) yang bisa 
direalisasi yaitu jumlah kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Jumlah atau 





dengan taksiran jumlah (nilai) piutang yang tidak dapat diterima. Penyisihan 
piutang tak tertagih akan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan atau 
badan usaha terutama pada penyajian laporan laba rugi. Perusahaan atau badan 
usaha yang tidak mencatat penyisihan  piutang tak tertagih akan menyebabkan 
perolehaan laba perusahaan yang tinggi atau tidak wajar. Penyajian laporan laba 
rugi yang tidak wajar tidak mampu menggambarkan kondisi keuangan yang ada 
pada BUMDesa Mitra Usaha Mulya pada periode tertentu. 
 Ketiga, BUMDesa Mitra Usaha Mulya tidak menyusutkan atas aset tetap 
berupa bangunan, dan kendaraan dengan alasan aset tetap tersebut diperoleh 
melalui hibah dari desa. Menurut Effendi (2016) aset tetap adalah aset yang 
dimiliki (bisa dibuat sendiri, dibeli baik tunai maupun hutang, dari hasil 
pertukaran dengan aset yang lain atau diperoleh dari sumbangan dan hadiah) dan 
tidak dijual untuk kegiatan normal perusahaan, nilainya relatif tinggi, umurnya 
lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan dalam kegiatan perusahaan. Suatu 
benda berwujud yang memenuhi klasifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap, 
pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, 
aset tetap yang umurnya terbatas dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya dan 
disajikan di neraca sesuai dengan harga perolehan dikurangi akumulasi 
penyusutan. BUMDesa Mitra Usaha Mulya mencatat nilai bangunan sebesar Rp. 
108.873.000 dan kendaraan sebesar Rp. 328.177.500 pada tahun  2019. Bangunan 
dan kendaraan merupakan aset tetap yang memiliki umur ekonomi terbatas, maka 
setelah pengakuan awal aset tetap tersebut harus disusutkan agar diperoleh nilai 





menyebabkan  penyajian laba atau rugi pada laporan laba rugi yang tidak wajar, 
hal ini dikarenakan tidak adanya pengurangan atas beban yang ditimbul akibat 
penyusutan aset tetap. Selain berdampak pada ketidakwajaran penyajian laba atau 
rugi, tidak adanya pencacatan akumulasi penyusutan aset tetap akan berdampak 
pada neraca keuangan, dimana nilai total aset akan tercatat akan lebih tinggi 
dibanding nilai sebenarnya. 
 Penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan merupakan hal 
yang mutlak yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha seperti BUMDesa. 
Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa Mitra 
Usaha Mulya bertujuan agar memudahkan penyajian laporan keuangan tersebut. 
 Penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang 
SAK ETAP terdapat beberapa perbedaan, antara lain: Dwi Jayanti (2018) dalam 
penelitiannya tentang evaluasi penerapan SAK ETAP pada BUMDesa Surya 
Sejahtera, didapatkan hasil penelitian bahwa pencatatan dan penggolongan 
berbagai transaksi belum sesuai dengan SAK ETAP serta laporan keuangan 
BUMDesa tersebut hanya menyajikan neraca, laporan laba rugi dan kas. Aden 
Lubang Sakti (2017) dalam penelitiannya pada UMKM didapat menunjukkan 
laporan keuangan yang digunakan masih menggunakan single entry, sehingga 
dalam pelaksanaanya masih terdapat banyak kesalahan. 
 Berdasarkan latar belakang di atas penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian mengenai  “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 





Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mitra Usaha Mulya Tahun 
2019”. 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu : “Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuanngan Untuk 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan 
BUMDesa Mitra Usaha Mulya”. 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan Standar Akuntansi Keuanngan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (SAK ETAP) pada laporan keuangan BUMDesa Mitra Usaha Mulya. 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Bagi Penulis/ Peneliti 
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan penulis/ 
peneliti mengenai penerapan SAK ETAP serta sebagai syarat untuk 
menyelesaikan tugas akhir penulis. 
b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai 
sumber informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang 
sama dan memberikan wawasan baru bagi pembaca. 
c. Bagi Lembaga 
Sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan 





1.5 Batasan  Penelitian 
a. Penelitian ini terfokus pada masalah penyisihan piutang usaha, 
penyusutan aset tetap, dan melengkapi laporan keuangan sesuai 
dengan ketentuan SAK ETAP. 
b. Data yang diteliti adalah data-data 2019. 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pengantar yang memaparkan masalah 
yang akan diteliti serta alasan ketertarikan peneliti untuk 
melakukan penelitian atas masalah tersebut. Bab ini berisi 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan. 
 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi beberapa landasan teori yang memperkuat 
argumen, penelitian terdahulu, serta kerangka pemecahan 
masalah yang ada dalam penelitian ini. 
 BAB III : METODE PENELITIAN 
  Bab ini berisi metode-metode yang akan digunakan dalam 
melakukan penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi 
objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, 







 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
    Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti. Hasil dan pembahasan tersebut 
berupa profil badan usaha, dan permasalahan yang ditemukan 
di lapangan, selanjutnya dibandingkan dengan teori yang ada. 
 BAB V : PENUTUP 
    Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan 
penenelitian yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan 
penelitian. Adapun kesimpulan dan saran yang diberikan 
berupa rangkuman mengenai penelitian serta hasil penelitian, 







BAB II   
LANDASAN TEORI 
2.1 Laporan Keuangan 
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas suatu entitas untuk 
memperlihatkan secara jelas kondisi keuangannya. Laporan keuangan yang 
merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan akan memberikan 
informasi keuangan yang berguna untuk pihak internal maupun eksternal entitas. 
Informasi mengenai keuangan entitas dapat dijadikan acuan dalam pengambilan 
keputusan baik dari pihak internal maupun eksternal entitas. 
Menurut Hermanto dan Agung (dalam Sumitri, 2017: 26) laporan 
keuangan merupakan transaksi yang dilakukan dari perusahaan yang terjadi 
selama satu periode akuntansi atau satu tahun buku. Laporan keuangan merupakan 
alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan 
kinerja perusahaan (Hery dalam Sumitri, 2017: 26).  
Menurut Lili M. Sadeli (dalam Yuliza, 2016: 98) laporan keuangan adalah 
laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan 
dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. 
Sedangkan menurut Agnes Sawir (dalam Nurdiansyah, 2016: 76), laporan 
keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi setiap transaksi yang dapat diukur 
dengan nilai uang, dicatat, dan diolah sedemikian rupa, laporan akhir pun 





Definisi mengenai laporan keuangan menurut Harahap (dalam Sekarwati, 
2018: 22), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Tujuan laporan 
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan 
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 
dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi 
dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 
tertentu.  
Laporan keuangan menurut Kieso (dalam Pratiwi, 2014: 256) merupakan 
sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar 
perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikunatifikasi 
dalam satuan moneter. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam 
suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga 
diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi 
finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. 
 Secara tegas Fahmi (2014: 2) menyatakan bahwa laporan keuangan 
merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan 
yang dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sementara 
itu Kasmir (2017: 7) menjelaskan bahwa laporan keuangan secara sederhana 
menununjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 
 Pengertian laporan keuangan juga dijelaskan Jumingan (2008: 4) laporan 
keuangan merupakan hasil dari tindakan pembuatan ringkasan data keuangan 





manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan 
dengan data keuangan perusahaan. 
 Ikatan Akuntan Indonesia (dalam Jayanti, 2018: 49) mengemukakan 
pengertian laporan keuangan yaitu, “Laporan keuangan merupakan struktur yang 
menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam dalam sebuah entitas”. 
Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau 
peristiwa lain diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya (Amir dalam Frasawi, 
2016: 817). 
 Menurut Munawir (dalam Harto, 2018: 175) pada umumnya laporan 
keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan ekuitas, 
neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas 
dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba 
rugi perusahaan memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 
serta beban yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu, dan laporan 
perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang 
menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. 
 Menurut Martani (dalam Sakti, 2017: 16) laporan keuangan merupakan 
informasi bagi penggunanya terutama pemilik perusahaan, investor, kreditur dan 
juga manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan terkait perusahaan di 
masa mendatang. Merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk membuat 
dan melaporkan keuangan pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan 






 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 
bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan tertulis yang memberikan 
informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan perusahaan pada periode 
tertentu. Informasi ini berguna sebagai alat dalam pengambilan keputusan bagi 
perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu laporan keuangan juga menjadi 
suatu akuntabilitas perusahaan atau badan terhadap pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 
Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya berfungsi 
sebagai alat pengujian dari pekerjaan fungsi bagi pembukuan, akan tetapi untuk 
selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman fungsi laporan keuangan sebagai 
dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian posisi keuangan 
perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-
pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek 
maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aset, 
pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus 
dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari setiap lembar saham 
perusahaan yang bersangkutan dapat dinilai melalui laporan keuangan. 
Tujuan laporan  keuangan  menurut Ikatan Akuntan Indonesia (dalam 
Sakti, 2017: 22) memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 
keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 





menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 
daya yang dipercayakan kepada mereka. 
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 




d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan maupun 
kerugian 
e. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam 
kapasitasnya sebagai pemilik 
f. Arus kas 
 Menurut pendapat Kasmir (2017: 10) ada beberapa tujuan pembuatan dan 
penyusunan laporan keuangan, yaitu: 
a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva 
(harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 
b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban 
dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 
c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 
yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 
d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya 





e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 
terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 
f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen 
perusahaan dalam suatu periode. 
g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 
keuangan. 
h. Informasi keuangan lainnya. 
 Menurut Skousen, Stice, dan Stice (dalam Fahmi, 2014: 6) bahwa, 
“Tujuan pelaporan keuangan yang diungkapkan di dalam rangka konseptual 
adalah: 
a. Kegunaan (usefulness) 
b. Dapat dipahami (understandability) 
c. Target audiens: investor dan kreditor 
d. Penilaian arus kas masa yang akan datang 
e. Mengevaluasi sumber daya ekonomi 
f. Fokus primer pada laba 
 Standar Akuntansi Keuangan ETAP (2018: 2) menyatakan bahwa,  
“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 
keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat 
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan 





juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 
(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya”. 
2.2 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (SAK-ETAP) 
Wuwungan (dalam Siagian, 2016: 1453) menyatakan bahwa standar 
akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan 
laporan keuangan agar terjadi keseragamana dalam penyajian laporan keuangan. 
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 
ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) dibedakan menjadi SAK ETAP (SAK untuk Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik) dan SAK EAP (SAK untuk Entitas dengan 
Akuntabilitas Publik). Penggunaan EAP di antaranya mencakup perbankan dan 
perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. ETAP sendiri lebih diarahkan 
untuk perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang kesulitan dalam 
menerapkan SAK secara penuh. 
Pemisahan antara SAK ETAP dan SAK EAP diharapkan dapat 
meminimalkan perbedaan antara SAK di Indonesia dan IFRS sehingga laporan 
keuangan akan lebih mudah dipahami dan juga akan meninggkan kualitas 
keterbandingan (comparability) terutama oleh user dari berbagai negara. Sama 
dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized 





publik. Perbedaan antara SAK Indonesia dan IFRS memang masih tetap ada, 
namun konvergensi ke IFRS penuh akan dapat diminimalkan. 
Munculnya SAK ETAP sendiri dimaksudkan agar konvergensi IFRS dapat 
segara diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-perusahaan yang 
mengalami kesulitan untuk menerapkan SAK Penuh dapat mengadopsi SAK 
ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana. SAK untuk entitas tanpa 
akuntabilitas publik digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP). 
SAK ETAP dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2009. Penerapan efektif pada 
penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 
2011. Entitas yang termasuk ETAP, namun memilih menggunakan SAK Umum 
pada tahun 2011, maka entitas tersebut harus tetap menggunakan SAK Umum 
secara konsisten di periode-periode setelahnya. 
2.2.1 Ruang Lingkup SAK ETAP 
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (dalam SAK ETAP, 2018: 1) Standar 
Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 
dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa 
akuntabilitas publik adalah entitas yang: 
a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan 
Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan apabila entitas 
tersebut telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, dalam proses go public 
atau telah mengajukan pernyataan pendaftaran go public. 






Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan juga dapat 
menggunakan SAK ETAP sebagai standar pelaporan keuangan 
apabila otoritas yang berwenang membuat regulasi yang mengizinkan 
pengguna standar tersebut.  
2.2.2 Laporan Keuangan Lengkap 
Menurut Ikantan Akuntan Indonesia (IAI) (dalam SAK ETAP, 2018: 17) 
laporan keuangan lengkap entitas meliputi: 
a. Neraca; 
b. Laporan laba rugi; 
c. Laporan peubahan ekuitas yang menunjukkan: 
1) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 
2) Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi 
dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 
d. Laporan arus kas; dan 
e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan 
akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 
2.2.3 Karakteristik Kualitas Informasi dalam Laporan Keuangan 
Fungsi dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 
kondisi keuangan perusahan kepada pihak-pihak yang menggunakan laporan 
keuangan. Berdasarkan SAK ETAP (2018: 2) kualitas informasi dalam laporan 
keuangan memiliki beberapa karakteristik yaitu: 





Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna 
dalam hal ini diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 
aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. 
b. Relevan 
Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses 
pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu 
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan 
datang. 
c. Matrealitas 
Informasi dipandang material jika kelalain untuk mencantumkan atau 
kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 
keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan 
keuangan. 
d. Keandalan 
Informasi yang memiliki kualitas jika bebas dari kesalahan material dan 
bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau 
yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
e. Substansi Mengungguli Bentuk 
Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai 






f. Pertimbangan Sehat 
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat 
melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi 
ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih 
tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. 
g. Kelengkapan 
Agar dapat diandalkan , informasi dalam laporan keuangan harus 
lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan untuk tidak 
mengungkapan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 
menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang 
mencukupi ditinjau dari segi relevansi. 
h. Dapat Dibandingkan 
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 
periode  untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 
keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak 
keuangan dari transaksi lain yang serupa harus dilakukan secara 
konsisten untuk suatu periode. 
i. Tepat Waktu 
Tepat waktu meliputi penyedian informasi laporan keuangan dalam 
jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang 
tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan 






j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 
Manfaat informasi harusnya melebihi biaya penyediaannya. Dalam 
evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat 
informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna 
eksternal. 
2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP 
a. Neraca 
Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 
mengatur beberapa informasi penting  yang harus dijabarkan  di dalam 
neraca. Informasi tersebut meliputi: 
1) kas dan setara kas; 
2) piutang usaha dan piutang lainnya; 
3) persediaan; 
4) properti investasi; 
5) aset tetap; 
6) aset tidak berwujud, 
7) utang usaha dan utang lainnya; 
8) aset dan kewajiban pajak; 
9) kewajiban diestimasi; 
10) ekuitas. 
Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan 
terhadap pos-pos yang disajikan. Klasifkasi aset dan kewajiban 





kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan 
dalam klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian 
berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih 
relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan 
kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. 
b. Laba Rugi 
Selain neraca, laporan yang harus disusun adalah laporan laba rugi. 
SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut 
dalam paragraf 5.2-.5.4 yaitu laporan laba rugi merupakan laporan yang 
memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu 
periode kecuali SAK ETAP  mensyaratkan lain. Informasi yang wajib 
disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, 
beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang 
menguntungkan metode ekuitas, beban pajak laba atau rugi neto. SAK 
ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah 
lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk 
memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas 
tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban 
sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam 
catatan atas laporan keuangan. 
c. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba 
Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi suatu entitas 





langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 
yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah 
dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut 
sesuai dengan penjelasan dalam paragaraf 6.2 
Lebih lanjut dalam paragraf  6.4-6.5, disamping laporan perubahan 
ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan 
ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo 
laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya 
berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode 
lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi maka SAK ETAP 
memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo 
laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. 
Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo 
laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang 
diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian 
kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian 
kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba 
pada akhir periode pelaporan. 
d. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas 
dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang 
terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 





1) Aktivitas Operasi 
Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 
penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas  tersebut  
pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain 
yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas 
dari aktivitas operasi adalah: 
a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 
b) penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; 
c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 
d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; 
e) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika 
dapat diintefikasikan secara khusus sebagai bagian dari 
aktivitas pendanaan dan investasi; 
f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, 
dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, 
yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali. 
2) Aktivitas Investasi 
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas 
sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 
pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari 





a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset 
tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset 
jangka panjang lainnya; 
b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak 
berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; 
c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek 
utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain 
pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas 
atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); 
d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang 
dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain 
penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara 
kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); 
e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 
f) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan  
pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 
3) Aktivitas Pendanaan 
Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 
a) penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; 
b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik 
atau menebus saham entitas; 
c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan 





d) pelunasan pinjaman; 
e) pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo 
kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan 
keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang 
disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak 
memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan sesuai dengan 
penjelasan paragraf 8.1. 
Catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang 
dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang 
digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6, mengungkapkan informasi 
yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan 
keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan 
dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan 
keuangan. 
Dalam paragraf  8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian 
catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 
1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun 
sesuai dengan SAK ETAP. 





3) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang 
sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan 
keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. 
4) Pengungkapan lain. 
2.3 Aset Tetap 
2.3.1 Ruang Lingkup 
Menurut SAK ETAP (2018: 68) aset tetap adalah aset berwujud dimiliki 
untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa , untuk 
disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administrasi, dan diharapkan akan 
digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap tidak termasuk ha katas mineral dan 
cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat 
diperbaharui lainnya. 
2.3.2 Pengklasifikasian Aset Tetap 
 Menurut Effendi (2016: 234) aset tetap dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
1) Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak 
perusahaan, pertanian dan peternakan. 
2) Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa 
pengunaannya bisa diganti  dengan aset sejenis, misalnya 
bangunan, kendaraan, alat-alat, dll. 
3) Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa 
penggunaannya tidak bisa diganti dengan aset yang sejenis, 





2.3.3 Pengakuan dan  Pencatatan Aset Tetap 
 Menurut Effendi (2016: 234) suatu benda berwujud yang memenuhi 
kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset tetap, pada awalnya harus diukur 
berdasarkan biaya perolehan. Menurut SAK ETAP (2018: 69) biaya perolehan 
aset tetap meliputi: 
1) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak 
pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi setelah 
dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya. 
2) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa 
aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan 
sesuai dengan maksud manajemen. 
3) Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, 
dan biaya restorasi lokasi. 
 Menurut Effendi (2016: 234) setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat 
dan diakui sebesar nilai bukunya dan disajikan di neraca sesuai dengan harga 
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai buku (book value) adalah harga 
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap. Akumulasi penyusutan 
adalah kumpulan dari seluruh beban penyusutan selama beberapa periode 
akuntansi. 
2.3.4 Metode Perhitungan Penyusutan 
 Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung beban 





mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi aset tersebut. Beberapa 
metode penyusutan berdasarkan SAK ETAP (2018: 73) adalah sebagai berikut: 
 
 
1) Metode garis lurus 
Metode ini adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan 
banyak digunakan. Rumus dalam menaksir beban penyusutan 
menggunakan metode ini  
            
                            
                      
 
2) Metode saldo menurun 
Dalam cara ini beban depresiasi periodic dihitung dengan cara 
mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aset, karena bilai buku 
aset setiap tahun selalu menurun maka beban depresiasi tiap tahunnya 
juga selalu menurun. Tarif ini dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
        √
          
               
 
 
3) Metode jumlah unit produksi 
Dalam metode ini umur kegunaan aset ditaksir dalam satuan jumlah 
unit hasil produksi. Beban penyusutan dihitung dengan dasar satuan 
hasil produksi, sehingga penyusutan tiap periode akan berfluktuasi 





                
                          
                       
 
2.4 Piutang  
2.4.1 Pengertian Piutang 
 Umumnya penjualan barang atau jasa merupakan sumber pendapatan 
perusahaan. Dalam melaksanakan penjualan kepada para konsumen, perusahaan 
dapat melakukannya secara tunai atau secara kredit. Upaya perusahaan untuk 
meningkatkan omset penjualan dalam kenyataannya perusahaan banyak 
melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit ini akan menimbulkan 
adanya piutang atau tagihan. 
 Menurut Munandar (dalam Sartika, 2014: 14) yang dimaksud dengan 
piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan 
dimintakan pembayarannya saat jatuh tempo. Menurut Effendi (2016: 205) 
piutang dapat diartikan sebagai aset perusahaan yang ada pada pihak lain akibat 
adanya transaksi penjualan barang atau jasa atau transaksi lainnya pada masa lalu 
yang akan diterima pada masa yang akan datang. 
2.4.2 Klasifikasi Piutang 
Menurut Effendi (2016: 205) pada umumnya klasifikasi piutang adalah 
sebagai berikut : 
1. Piutang yang tidak didukung dengan janji secara tertulis disebut 
piutang usaha. 






3. Piutang terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam 
piutang usaha maupun piutang wesel, seperti piutang kepada 
karyawan, direksi, dan piutang kepada cabang-cabang perusahaan. 
2.4.3 Penilaian Piutang Usaha 
 Menurut Effendi (2016: 207) piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan 
sebagai nilai kas (neto) yang bisa di realisasi yaitu jumlah kas bersih yang 
diperkirakan dapat diterima. Jumlah atau nilai kas bersih yang dapat diterima 
adalah jumlah piutang bruto setelah dikurangi dengan taksiran jumlah (nilai) 
piutang yang tidak dapat diterima. 
1. Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
Menurut Effendi (2016: 207) pencatatan kerugian piutang dapat dilakukan 
dengan dua metode, yaitu : 
1. Metode cadangan 
Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang biasa 
terjadi cukup besar jumlahnya. Dasar yang digunakan dalam metode 
cadangan yaitu manajemen dapat menggunakan dua dasar dalam menaksir 
piutang usaha yang tidak dapat ditagih yaitu, persentase dari penjualan dan 
persentase dari piutang. 
Dalam dasar persentase penjualan, manajemen menetapkan hubungan 
persentase antara jumlah penjualan kredit dengan taksiran kerugian yang 
mungkin diderita karena adanya piutang tak tertagih. Dasar yang 
digunakan bisa berupa total penjualan kredit atau bisa juga penjualan 





Dasar persentase dari piutang, manajemen menetapkan suatu 
hubungan persentase antara jumlah piutang dengan jumlah kerugian akibat 
adanya piutang yang tidak tertagih. Analisis ini biasanya menggunakan 
suatu daftar umur piutang. 
2. Metode Penghapusan Langsung 
Apabila perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, 
maka jumlah kerugian piutang tidak perlu ditaksir dan dalam pembukuan 
tidak digunakan cadangan kerugian piutang. Apabila suatu piutang 
diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian akibat piutang tersebut 
langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan rekening 
piutang usaha dikredit. 
Berikut ini adalah jurnal yang dicatat untuk setiap transaksi yang 
berkaitan dengan pencatatan piutang tak tertagih berdasarkan dua metode 















Jurnal Pencatatan Piutang Tak Tertagih 
 




Beban penyisihan piutang tak tertagih  xxx 
    Penyisihan piutang tak tertagih                  xxx 
Tidak ada jurnal 
Transaksi Metode Cadangan Metode Penghapusan Langsung 
Menghapus 
Piutang 
Penyisihan piutang tak tertagih   xxx 
      Piutang usaha                               xxx 
Kerugian piutang     xxx 




Piutang usaha                                     xxx 
      Penyisihan piutang tak tertagih        xxx 
Piutang usaha                  xxx 





Kas                      xxx 
   Piutang   usaha     xxx 
Kas         xxx 
  Piutang      xxx 
 
2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
2.5.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 





2018:15) Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut BUMDesa adalah 
lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya 
memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat 
yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan pengertian 
diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan 
badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka 
mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh 
desa. 
2.5.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
 Pembentukan BUMDesa merupakan upaya pemerintah dalam 
menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi 
pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud adalah aset yang 
tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab 8 pasal 76, yaitu tanah kas desa, 
tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan, perahu, bangunan desa, 
pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air desa milik 
desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa  
 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengamanahkan dalam  pasal 87 
bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa. BUMDesa harus dibangun 
dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong serta menjalankan usaha di 
bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. 
 Peraturan yang mengatur secara rinci BUMDesa terdapat dalam Peraturan 





Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan 
pembubaran BUMDesa. Berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 pasal 3, 
disebutkan tujuan BUMDesa adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan perekonomian desa 
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi 
desa 
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau 
dengan pihak ketiga 
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 
layanan umum warga 
6. Membuka lapangan kerja 
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan 
umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 
Buku 7 Badan Usaha Milik Desa menjelaskan langkah-langkah dalam 
pendirian BUMDesa. Langkah-langkah tersebut antara lain: 
1. Sosialisasi mengenai Badan Usaha Milik Desa 
Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD 
secara langsung kepada masyarakat ataupun dengan didampingi oleh 
pihak ketiga. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memahami 
tentang apa BUMDesa, tujuan pendirian BUMDesa, manfaat 





2. Pelaksanaan musyawarah desa 
Musyawarah ini diselenggarakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa 
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Salah satu tahapan 
musyawarah desa adalah rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat tentang BUMDesa. Musyawarah desa juga merumuskan 
rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi unit usaha. Unit 
usaha yang diajukan dapat berbadan hukum PT maupun LKM. 
3. Penetapan Perdes tentang pendirian BUMDesa. 
Pendirian BUMDesa tidak seperti badan usaha pada umumnya yang 
membutuhkan izin usaha dalam pendiriannya. BUMDesa didirikan 
berdasarkan Peraturan Desa yang melampirkan AD/ART sebagai 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa. 
2.5.3 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa 
 Berikut ini adalah beberapa jenis usaha Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa): 
Tabel 2.2 
Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa 
 
Tipe Deskripsi Contoh 
Serving BUMDesa menjalankan bisnis sosial 
yang melayani warga, yakni dapat 
melakukan pelayanan publik kepada 
masyarakat. 
Usaha air minum desa, 
usaha listrik desa, dan 
lumbung pangan 





uang yang memenuhi kebutuhan 
keuangan masyarakat desa dengan 
bunga yang lebih rendah daripada 
bunga yang didapatkan masyarakat 
dari rentenir dan bank-bank 
konvensional. 
lembaga pengkreditan 
desa atau lembaga 
keuangan mikro desa. 
Renting BUMDesa menjalankan bisnis 
penyewaan untuk melayani kebutuhan 
masyarakat desa dan sekaligus untuk 
memperoleh pendapatan. 
Penyewaan traktor, 
perkakas pesta, gedung 
pertemuan, tanah, dan 
lain-lain. 
Brokering BUMDesa menjadi lembaga perantara 
yang menghubungkan komoditas 
pertanian dengan pasar. 
BUMDesa mendirikan 
pasar desa untuk 
memasarkan produk-
produk masyarakat. 
Trading BUMDesa menjalankan bisnis yang 
berproduksi dan/atau berdagang 
barang-barang tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Pabrik es, hasil 
pertanian, sarana 
produksi pertanian, dll. 
Holding BUMDesa sebagai usaha bersama atau 
sebagai usaha induk dari unit-unit 
usaha yang ada di desa. 
Desa wisata yang 
mengorganisasikan 







2.5.4 Laporan Keuangan BUMDesa 
 Secara umum sistem pelaporan keuangan BUMDesa memiliki kesamaan 
dengan lembaga unit usaha lain. BUMDesa harus mencatat secara runut setiap 
transaksi yang mudah dipahami, karena laporan ini akan dikaji oleh beberapa 
pihak, sistem yang sederhana ini bisa mengeliminasi kemungkinan terjadinya 
financial engineering yang berujung pada manipulasi laporan (Berdes dalam 
Harto, 2018: 174). 
 Buku 7 Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa BUMDesa dapat 
berbadan hukum Perseroan Terbatas  (PT) ataupun Lembaga Keuangan Mikro 
(LKM).  Oleh karena itu, BUMDesa termasuk kedalam entitas yang memiliki 
akuntabilitas publik yang tidak signifikan sehingga dalam laporan keuangannya 
harus menggunakan SAK ETAP. 
2.6 Pandangan Islam Terhadap Laporan Keuangan 
Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam 
masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability dan 
menjamin akuransinya. Produk yang dihasilkan dalam akuntansi yaitu laporan 
keuangan yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas setiap transaksi yang 
terjadi. 
 Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dalam Surah An-Nahl ayat 90 dan 
Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut: 









َ يَأُْمُر ِِبلَْعْدِل َوإْْل نَّ إَّللَّ
ِ
َوإلُْمْنَكِر  إ
 َوإلَْبْغِي ۚ يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرونَ 
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran”. 
Surah Al-Maidah: 8 
نَأ نُ  رَِمنَُُّكْ ش َ ِ ُشهََدإَء ِِبلِْقْسطِ ۖ َوَْل ََيْ إِمنَي َّلِلَّ يَن أ َمنُوإ ُكوهُوإ قَوَّ ِ َا إَّلَّ قَْوٍم عَََلٰ  ََي َأُّيه
َ َأْلَّ تَْعِدلُوإ ۚ إْعِدلُوإ ُهَو َأْقَرُب ِللتَّقْ  نَّ إَّللَّ
ِ
َ ۚ إ َُّقوإ إَّللَّ َخِبرٌي ِبَما تَْعَملُونَ َوٰى ۖ َوإت  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”. 
 Maka hubungan ayat diatas dengan analisis laporan keuangan adalah agar 
entitas seperti BUMDesa dapat menyajikan laporan keuangan secara benar sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku agar dapat diperoleh laporan 





rasa kepercayaan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang menggunakan laporan 
tersebut. 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa penelitian 





No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 






Publik (SAK ETAP) 
pada Usaha Mikro 
Kecil Menengah 
(UMKM). 
Penelitian ini menganalisa 
dan mengevaluasi laporan 
keuangan UMKM dengan 
penerapan SAK ETAP. Hasil 
penilitian ini menunjukkan 
bahwa laporan keuangan 
yang digunakan masih 
menggunakan single entry, 
sehingga dalam 
pelaksanaanya masih terdapat 
banyak kesalahan. 
2 Dwi Jayanti 
(2018) 
Analisis Penerapan 
SAK ETAP pada Badan 
Usaha Milik Desa 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui penerapan SAK 










Sejahtera di Desa Kedungturi 
Kecamatan Taman 
Kabupaten Sidoarjo. 
Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pencatatan atas dan 
penggolongan atas berbagai 
transaksi belum sesuai 
dengan SAK ETAP. 
BUMDesa tersebut hanya 
menyajikan laporan keuangan 
dalam bentuk neraca, laporan 
laba rugi dan kas. Sedangkan 
menurut SAK ETAP ada lima 
jenis yaitu Neraca, Laporan 
Laba Rugi, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan 






SAK ETAP dalam 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Koperasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahuai kesesuain antara 
laporan keuangan Koperasi 





penerapan SAK ETAP dalam 
penyusunan laporan 
keuangan koperasi. Hasil 
yang diperoleh dari penelitian 
ini laporan keuangan yang 
disusun diupayakan untuk 
mengikuti SAK ETAP, 
namun belum sesuai dengan 
apa yang diatur dalam SAK 
ETAP.  
4 Sumitri (2017) Penerapan SAK ETAP 
pada Penyusunan 
Laporan Keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penerapan SAK 
ETAP pada penyusunan 
lapora keuangan PD. Tio 
Jaya. Hasil penelitian ini 
menujukkan bahwa laporan 
keuangan PD Tio Jaya 
disusun berdasarkan 
kebutuhan pemilik usaha itu 
sendiri. Kendala dalam 
penyusunan laporan 
keuangan adalah kurangnya 







berdasarkan standar akuntansi 
yang berlaku yaitu SAK 
ETAP. 
5 Ade Astalia 
Pratiwi (2014) 
Analisis Penerapan 
SAK ETAP pada 
Penyajian Laporan 
Keuangan PT. Nichindo 
Manado Suisan. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis penerapan SAK 
ETAP pada penyajian laporan 
keuangan PT. Nichindo 
Manado Suisan. Hasil  
penelitian berdasarkan 
Neraca dan Laporan Laba 




perubahan ekuitas, laporan 
arus kas, dan catatan atas 
laporan keuangan serta terjadi 
inkonsistensi dalam penyajian 








BAB III  
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. 
1. Deskriptif 
Metode deskriptif merupakan teknik mengumpulkan, membandingkan 
data atau kenyataan yang terjadi dengan teori yang berlaku dengan 
menganalisis penerapan SAK ETAP pada BUMDesa Mitra Usaha 
Mulya dalam penyusunan laporan keuangan.  Apabila penerapan 
akuntansi pada laporan keuangan BUMDesa Mitra Usaha Mulya 
tahun 2019 tidak sesuai dengan SAK ETAP, maka akan disajikan 
ulang dalam penelitian ini sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku 
efektif. 
2. Kualitatif 
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam 
atau data yang sebenarnya, serta data yang pasti yang merupakan 
suatu nilai dibalik data yang tampak dengan menekankan pada makna 
(Sugiyono, 2015: 13). 
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 
 Objek penelitian yang akan diteliti adalah Badan Usaha Milik Desa Mitra 
Usaha Mulya yang bertempat di Desa Marga Mulya, Keamatan Rambah Samo, 





3.3 Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik 
pengumpulan data misalnya wawancaradan dokumentasi. Data 
kualitatif yang dibutuhkan berupa profil perusahaan dan uraian singkat 
mengenai siklus akuntansi BUMDesa Mitra Usaha Mulya. Sedangkan 
data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan 
(numerik). Data kuantitatif berupa laporan keuangan bulanan dan 
tahunan, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan proses penyusunan 
laporan keuangan BUMDesa Mitra Usaha Mulya sepanjang tahun 
2019. 
2. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer. 
Data sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan 
pihak lain. Contoh data sekunder adalah data yang diambil dari koran, 
majalah, jurnal, dan publikasi lainnya. Sedangkan data primer adalah 
data yang dikumpulkan untuk memperoleh informasi langsung tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan BUMDesa Mitra Usaha Mulya. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data 





buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang relevan dengan objek 
penelitian. 
2. Wawancara 
Teknik wawancara yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan 
mengadakan wawancara atau tanya-jawab dengan pihak yang 
besangkutan yang berwenang dan berhubungan dengan data-data yang 
akan dibahas dan diulas dalam penelitian ini. 
3.5 Teknik Analisis Data 
Model analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 
terhadap jawaban narasumber. Apabila jawaban narasumber setelah dianalisis 
terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, 
sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel (Sugiyono, 2014:430). 
Data-data yang telah terkumpul mengenai Pengakuan, Pengukuran, 
Penyajian dan Pengungkapan akuntasi pada BUMDesa Mitra Usaha Mulya Desa 
Marga Mulya dengan SAK ETAP. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul 
kemudian diolah oleh peneliti. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles and Huberman yaitu 
dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
1. Reduksi data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 





polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2014:431). 
Setelah direduksi data akan mengerucut dan mengarah pada inti 
permasalahan dari objek penelitian. 
2. Penyajian data 
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 
data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 
bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian 
data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 
hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2014: 
434). 
3. Penarikan kesimpulan 
Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah 
semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat 
dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil 








































 Berdasarkan hasil penelitian pada BUMDesa Mitra Usaha Mulya 
mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP  dapat 
disimpulkan bahwa sebagian kecil penyajian  laporan keuangan yang dilaporkan 
oleh BUMDesa Mitra Usaha Mulya mengacu pada SAK ETAP. Hal ini terlihat 
dengan hanya disajikannya laporan keuangan seperti neraca, dan laporan laba 
rugi. Dalam penyajian laporan keuangan BUMDesa Mitra Usaha Mulya tidak 
menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 
keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa BUMDesa Mitra Usaha Mulya belum 
menerapkan SAK ETAP secara penuh dalam menyusun laporan keuangannya. 
 Penyajian laporan keuangan BUMDesa Mitra Usaha Mulya masih terdapat 
beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut 
SAK ETAP, sebagai contoh BUMDesa Mitra Usaha Mulya tidak menyajikan 
akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sehingga nilai aset yang dimiliki 
cenderung terlihat lebih besar, selain itu aset tetap yang mereka miliki tidak 
disusutkan nilainya. Adapun hal-hal yang membuat praktik akuntansi pada 
BUMDesa Mitra Usaha Mulya mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana 
dengan baik, disebabkan karena keterbatasan pengetahuan akuntansi pengelola 
BUMDesa Mitra Usaha Mulya sehingga kurang optimal dalam mempraktekkan 






Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Penelitian ini diharapkan bisa membantu BUMDesa Mitra Usaha 
Mulya dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai 
dengan SAK ETAP. Diharapkan untuk penyusunan laporan keuangan 
priode berikutnya BUMDesa Mitra Usaha Mulya menjadikan hasil 
penelitian ini sebagai referensi dalam penyusunan laporan 
keuangannya. 
2. Diperlukan transfer knowledge dengan badan usaha sejenis yang telah 
menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP seperti 
koperasi. 
3. BUMDesa Mitra Usaha Mulya sebaiknya mempekerjakan karyawan 
yang memiliki pengetahuan memadai dalam bidang akuntansi agar 
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku saat 
ini, yaitu SAK ETAP. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
1. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terbatas, hasil dari penelitian 
ini kurang maksimal. 
2. Penelitian ini hanya mengacu pada masalah yang terjadi dalam satu 
periode. 
3. Permasalahan yang kompleks pada objek penelitian mengharuskan 
peneliti untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti. 
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